BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tingkat
keamanan rendah serta kebutuhan ekonomi tinggi, yang dimanfaatkan oleh para pelaku
kejahatan terorganisir untuk membuka ladang praktik Perdagangan Orang hingga
menghasilkan sejumlah uang dari aktivitas-aktivitas tertentu.! Dalam Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa
yang dimaksud Perdagangan Orang yaitu tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan,
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan
di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi, baik tenaga maupun kondisi seseorang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan oleh
penyalahgunaan pada teknologi yang semakin berkembang, sehingga kejahatan terorganisir
tersebut semakin mudah dan teratur.? Pelaku kejahatan ini biasanya menggunakan modus
pendekatan yang intim, dimulai dari yang paling sederhana, yaitu menawarkan sebuah jasa
kepada orang lain, kemudian dengan iming-iming pemberian gaji dengan jumlah besar, serta

membujuk mereka untuk memikirkan keuntungan jasa tersebut, sehingga tidak sedikit yang

! Louisa Yesami Krisnalita, “Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya
Wanita dan Anak Menurut UU No 21 Tahun 20077, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 6 No. 2, 2017, h. 108

2 Siti Rochmah, dkk., “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1, 2023, h. 232



tertarik dengannya. Hal ini yang mengakibatkan lebih banyak dari golongan perempuan untuk
dimanipulasi, sehingga akan berujung sebagai korban dari kejahatan tersebut.®

Demikian pembahasan di atas membawa kita kepada Perkara Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN
Bil, dalam hal ini sebagai objek penelitian Penulis. Singkatnya, kronologi dari perkara tersebut
menjelaskan bahwa Para Terdakwa 1. Dimas Galih Pratikno bin Eko Sutikno Als. Papi
Galih; 2. Rose Nur Afni binti Nur Arfan Als. Mami Putri merupakan pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang dengan jumlah korban 19 (Sembilan belas) orang perempuan dan
diantaranya anak di bawah umur. kejahatan tersebut bertempat di Wisma Papiman di
Perumahan Pesanggrahan Anggrek I1 Blok B-10 Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, dan
di Warung Kopi WP Gon di Ruko Gempol 9 Avenue Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
Terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Bangil memberikan putusan (selengkapnya pada
lampiran) kepada Para Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama
7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah); serta membayar Restitusi Nomor: R-1464/5.1. HSHP/LPSK/04/2023 yang diajukan
LPSK untuk para korban yang bersangkutan.

Maka, sebagai Mahasiswa Hukum yang turut andil membantu Penasehat Hukum dalam
menangani perkara di atas, Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis terkait proses-
proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, dengan judul
penelitian “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di

Pengadilan Negeri Bangil (Studi Kasus Nomor Putusan 104/Pid.Sus/2023/PN Bil)”.

B. Perumusan Masalah
Bagaimana proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkata

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B?

3 Kayus Kayowuan L., dkk., “Analisis Sosio-Legal Perdagangan Orang di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa
Barat”, Jurnal Media Bina llmiah, Vol. 17 No. 5, 2022, h. 849



C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan
menganalisis terkait proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

pada Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil yang bertempat di Pengadilan Negeri Bangil.

D. Kegunaan Penelitian
Menurut Penulis, terdapat beberapa manfaat dan kegunaan yang diharapkan dapat tercapai

dalam penelitian ini, antara lain :

a) Manfaat Teoritis
Penelitian hukum ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan bagi masyarakat
untuk mengetahui tentang proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan
Orang pada perkara nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil;

b) Manfaat Praktis
Penulis diharapkan untuk dapat memberikan gambaran yang sesuai dalam membahas
tentang proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkara
nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil, serta agar dapat menjadi
bukti konkret atas keturutsertaan mahasiswa dalam membantu penanganan perkara

tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris, yakni
menyandarkan suatu penelitian hukum pada hukum normatif dalam suatu peristiwa

hukum di lapangan (in action).*

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: Citra Aditya Banti, 2004), h. 134



2. Metode Pendekatan
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan Socio-Legal, yakni
menggunakan suatu kaidah hukum yang bersifat empiris ke dalam penelitian sosial.®
3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di 2 (dua) lokasi inti, antara lain :

1) Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B sebagai suatu pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Surabaya, yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 25 Bangil,
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.®

2) Kantor Hukum ‘Erwin and Partners Law Firm’ sebagai firma hukum yang
menaungi Mahasiswa selaku Paralegal/Asisten Advokat, yang berlokasi di
Perumahan Green Land AT Tidar Blok Ja 29, Karangbesuki, Kecamatan Sukun,
Kota Malang, Jawa Timur.

4. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain berdasarkan :

a) Sumber Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian,
maupun informasi dari seseorang yang merupakan tenaga ahli yang bersangkutan
langsung dalam lapangan tersebut, sehingga pengumpulan data primer dapat
dilakukan dengan cara seperti :

1) Observasi, yaitu suatu proses penelitian di lapangan yang terlibat secara
langsung dalam suatu peristiwa hukum.” Dalam hal ini Penulis terlibat

langsung sebagai Paralegal/Asisten Advokat dalam proses penyelesaian

® Fuad, “Socio Legal Research Dalam llmu Hukum”, Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2 No. 2, 2020, h. 45

6 Dalam Website Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, “Sejarah Pengadilan”, https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-
pengadilan/, diakses pada 8 Desember 2023

" Ika Atikah, Metode Penelitian Hukum, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 48
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perkara tindak pidana perdagangan orang nomor 104/Pid.Sus.2023/PN Bil di
Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B;

2) Wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan antara dua orang atau
lebih yang dilakukan secara bebas dan terbuka, baik secara langsung maupun
melalui perantara media online tatap muka, dalam rangka mendengarkan dan
memberikan informasi tentang penelitian terkait.® Dalam penelitian ini
Penulis menentukan Narasumber yang terdiri dari :

- Ibu Faqihna Fiddin, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota di Pengadilan
Negeri Bangil Kelas 1B;
- Bapak Eko Nurhidayat, S.H., selaku Advokat sekaligus Anggota LBH
Peradi Malang Raya di Posbakum Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B;
b) Sumber Sekunder, yaitu berupa bahan kepustakaan sebagai pendukung data pokok
di atas®, berupa :

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

4) Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN Bil;

5) Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor

104/P1d.Sus/2023/PN Bil;

8 Rr. Arum Fitriana Rohmah, Tesis: Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama, Univ. Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, h. 62

% Sayidah Rohmah, Tesis: Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Pasar
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Maulana Malik Ibrahim, 2015, h. 13



6) Nota Pembelaan/Pledoi oleh Penasehat Hukum pada Perkara Nomor
104/Pid.Sus/2023/PN Bil;
7) Putusan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada Perkara Nomor

104/Pid.Sus/2023/PN Bil;

5. Teknik Pengumpulan Data
Penulis mengumpulkan data melalui penggabungan antara pendekatan hukum empiris
dengan sedikit penambahan dari unsur normatif, yang berisi tentang penerapan suatu
hukum empiris dalam peristiwa hukum di masyarakat dan berlaku di dalamnya
Undang-Undang (sebagai unsur normatif tambahan), baik badan hukum atau
pemerintah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.'® Sehingga pengumpulan data
tersebut dilakukan dengan penggabungan wawancara dan studi kepustakaan.

6. Teknik Pengolahan Data
Kemudian setelah melalui proses pengumpulan data di atas, selanjutnya Penulis
mengolah data dengan menggabungkan metode Kualitatif dan Kuantitatif, yang
menggabungkan antara konsep hukum tertulis dengan data observasi lapangan,
sehingga dapat menafsirkan makna dari data-data yang tersedia dalam menjawab
rumusan masalah pada penelitian ini, yakni berkaitan dengan proses penyelesaian
perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang pada perkara Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Bil di Pengadilan Negeri Bangil.

10 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris,
Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), h. 3



